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MOTO
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Filipi4:6
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RINGKASAN

Juliyanti Vergenia Sirait, Juni 2024. PENYELESAIAN PERSELISIHAN
HUBUNGAN INDUSTRIAL MENURUT HUKUM INDUSTRI DENGAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2004 TERHADAP
PERLINDUNGAN BURUH DI INDONESIA. Skripsi, Program Sarjana
Program Studi llmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat,
61 Halaman, Pembimbing : Prof. Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H.

Bahwa Penyelesaian hukum tentang buruh yang dipaksa kerja lembur menurut
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. Terdapat 3 langkah penyelesaian
hubungan industrial yaitu melalui upaya bipartit, tripartit dan gugatan ke
Pengadilan Hubungan Industrial. Namun demikian, jika telah diselesaikan
melalui arbitrase maka tidak dapat diajukan lagi ke Pengadilan Hubungan
Industrial.  Berdasarkan penjelasan di atas, maka gugatan ke Pengadilan
Hubungan Industrial dapat diajukan apabila upaya tripartit yang meliputi mediasi
dan konsiliasi gagal. Tetapi apabila tidak mencapai kesepakatan maka dicatatkan
di Dinas Tenaga Kerja untuk memilih penyelesaian melalui Konsiliater, Arbitrase
atau Mediasi. Dalam buruh yang dipaksa kerja menggunakan konsiliater.
Sedangkan dalam Undang-undang R.I No 13 tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan, lebih tepatnya pasal 78 (2) yang menyatakan bahwa :
“Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh melebihi waktu kerja
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib membayar kerja lembur” Kemudian,
apabila sampai terjadi pelanggaran atas ketentuan pasal 78 ayat (2) tersebut, maka
haruslah ditautkan pada pengaturan pasal 187 ayat (1) yang dalam bab XVI
menyatakan : “Barangsiapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
pasal 37 (2) pasal 44 ayat (1), pasal 45 ayat (1), pasal 67 ayat (1), pasal 71 ayat
(2), pasal 76, pasal, pasal 78 (2), pasal 79 ayat (1) dan ayat (2), pasal 85 ayat (3),
dan pasal 144, dikenakan sanksi pidana kurungan paling singkat 1 bulan dan
paling lama 12 bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 10.000.000,00 (sepuluh
juta rupiah) dan paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”.

Pada Penyelesaian Persilisihan hubungan Industrial dengan alasan efesiensi
menurut undang- undang nomor 2 tahun 2004 Untuk mengajukan gugatan ,
diajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri yang daerah
hukumnya meliputi tempat pekerja bekerja. Hal-hal yang perlu diperhatikan
ketika mengajukan gugatan adalah sebagai berikut. Harus dilampiri risalah
penyelesaian melalui mediasi atau konsiliasi; Nama lengkap dan alamat atau
tempat kedudukan para pihak; Pokok-pokok persoalan yang menjadi atau objek
gugatan; Dokumen-dokumen, surat-surat dan hal-hal lain yang dianggap perlu



oleh penggugat. Setelah gugatan diajukan, selanjutnya akan dilaksanakan
pemeriksaan oleh hakim dan akan diputus perkara nya. Perusahaan melakukan
efisiensi, baik diikuti dengan penutupan perusahaan atau tidak diikuti dengan
penutupan perusahaan oleh sebab mengalami kerugian bisa jadi salah satu alasan
pemutusan hubungan kerja (“PHK”). Efisiensi yang dilakukan perusahaan
dibedakan menjadi efisiensi karena mengalami kerugian dan untuk mencegah
kerugian. Bila diPHK dengan alasan perusahaan melakukan efisiensi karena
mengalami kerugian, pekerja berhak atas uang pesangon 0,5 kali, UPMK 1 Kali,
dan UPH. Tapi, jika diPHK dengan alasan perusahaan melakukan efisiensi untuk
mencegah kerugian, pekerja berhak atas uang pesangon 1 kali, UPMK 1 kali, dan
UPH. Hak Pekerja yang Terkena PHK dan Mengundurkan Diri, pekerja yang di-
PHK dengan masa kerja kurang dari 1 tahun berhak atas uang pesangon sebesar 1
bulan upah dan UPH. Sedangkan untuk UPMK, pekerja belum berhak karena
hanya berhak diterima bagi yang masa kerjanya 3 tahun ke atas.
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ABSTRAK

Dalam praktik, pemutusan hubungan Kkerja yang terjadi karena berakhirnya waktu
yang telah ditetapkan dalam perjanjian kerja, tidak menimbulkan permasalahan
terhadap kedua belah pihak (pekerja/buruh maupun perusahaan) karena pihak-
pihak yang bersangkutan sama-sama telah menyadari saat berakhirnya hubungan
kerja tersebut sehingga masing-masing telah berupaya mempersiapkan diri dalam
menghadapi kenyataan itu. Berbeda halnya dengan pemutusan yang terjadi karena
adanya perselisihan, keadaan ini akan membawa dampak terhadap kedua belah
pihak, lebih-lebih pekerja/buruh yang dipandang dari sudut ekonomis mempunyai
kedudukan yang lemah jika dibandingkan dengan pihak pengusaha, karena
pemutusan hubungan kerja bagi pekerja pihak pekerja/buruh akan memberi
pengaruh psikologis, ekonomis, dan finansial Menurut hasil dari penelitian skripsi
ini menunjukan bahwa : Pertama, Perlu dibentuk atau direvisi hukum acara yang
khusus di Pengadilan Hubungan Industrial, sehingga hukum acara perdata umum
tidak lagi diberlakukan, sehingga semangat dan jiwa penyelesaian perselisihan
hubungan industrial dapat terwujud, caranya dengan merevisi Undang Undang
Nomor 2 Tahun 2004Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Kedua,
Perlunya dibuat pasal atau ketentuan khusus mengatur cara menetapkan nilai
gugatan berkaitan dengan Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun
2004Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Para pelaku dan penegak
hukum termasuk Hakim Pengadilan Hubungan Industrial dapat melakukan
terobosan dengan budaya hukum mengedepankan keadilan dan kepatutan
daripada menerapkan hukum normatif secara kaku dan legalistik.

Kata Kunci (keyword) : Penyelesaian, Buruh, Hukum Industrial.
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